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KATA PEITGAITTAR

@ngan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWI, karena berkat

Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Pen5rusunan Laporan

Kinerja Triwulan III Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun Anggaran 2OL9. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi

ketentuan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun L999 tentang AkuntablHtas

Kinerja Instansi PemerlntaJr. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas

pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya

manusia yang ada serta ketatalaksarrEran yang berlaku yang diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan pr.lblik"

Materi laporan antara lain menguraikarr tentang capaian Indikator

Kineda Utama yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut dengan

tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, sernoga Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungiawaban kinerja serta

peningkatan kinerja bagr seluruh perangkat organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

I{andangan, Oktober 2Al9
Plt. Kepala Dinas,

r)ru
H. SASMI RrFAr[r, M. AP.
Pembina Utama Muda

NrP" 19611016 198503 t OO7
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BAB I
PENDAIIULUAIS

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan

pemerintah harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungiawab. Dalam laporan kinerja disqiikan keberhasilan dan

atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-

SKPD.

La.poran kinerja merupakan media pertanggungiawaban yang

berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi

pemerintah dalam menyelen tugas umum pemerintahan secara

baik dan benar (Good Governance) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan progr€Lm secara transparan

serta dapat dipertanggungiawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabilitas merupakan harapan semua pihak, berkenaan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungiawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungiawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari

korupsii kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2OL4 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut

menyatakan bahwa azas-?,as umum penyelenggaraan negara meliputi
kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan

umum, azas keterbukaatt, a7-as proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungiawabkan
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kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan men5rusun laporan kinerja sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

:-.Kinerja Dinas Perhubrrngan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat

kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Topuksi ini sesuai dengan

Peraturan Bupati HuIu Sungai Selatan Nomor 85 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Ke{a

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2. ftrgas Pokok dan Fungsi SKPD

Dinas Perhubungan Kaabupaten Hulu Sungai Selatan adalah

Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib pemerintahan

bidang Perhubungan, sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2OL6

tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L

Tahun 2OL6 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

pada pasal 4 ayat (1) adatah membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan lalu
lintas angkutan sungai dan danau, serta tugas-tugas lain yang diberikan

Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

'Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas

Perhubungan;

b. Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dan

lalu lintas angkutan sungai dan danau;

.{,.mp*ron "&1r,"eqj* {"["kjj f'ntx,,uicn !.{f, TA 2ff3#
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jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

e. Evaluasi dan pelaporan kebiLjakan dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan dan lalu lintas angkutan sungai dan danau;

f. Pembinaan, pengaurasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Slekretariat,

T\rgas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan

trrgas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan, serta

tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

a. Koordinasi pen5rusunan rencana strategis, program, dan anggaran

Dinas Perhubungan;

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum,

hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi.

c. Pembinaan dan penataaan organisasi dan tata laksana;

d. Pelaksanaan koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-

undangan;

e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara ldaerah;
f. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Perhubungan;

g. Koordinasi pen5rusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;

h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verilikasi; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

"i,ryorexn Kfne4lc f.t,kp fnaaxrfdrlr .trffi ?B -?$,f S
&imem F*r.$wahunq en dirb. ff.$'S



Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagiaa Umum dan Kepegawalan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan surat menJrurat, kearsipan, inventarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas

dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketetalaksanaarl, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

b. Melaksanakan tata usaha dan kearsipan;

c. Menyiapkan bahan dan men5rusun Rencana Kebutuhan Barang

Unit (RKBUI dan Rencana Tahunan barang Unit (mBU) sesuai

usulan masing-masing Bidang;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindahtanganan barang;

e. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang;

f. Melaksakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan

akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan lingkungan kantor;

h. Menyiapkan bahan dan men5rusun renc€u1a kebutuhan dan

pengemb€mgan pegawai;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi
kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai

metiputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan,

pemberian tanda jasalpenghargaan dan kedudukan hukum
pegawai;

k. Menyiapkan bahan, telahaan dan melaksanakan perr5rusunan

peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

1. Menyiapkan bahan dan mengelolan tata usaha kepegawaian

meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi

absensi;
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m. Men5rusun Standar Operaional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangaa

Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan penJrusunan program dan rencana kerja

serta' evaluasi dan pelaporan dan mer{rursun rencana anggaran,

pengelolaan adminitrasi keuangan dan pertanggungiawaban

keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun renc€Lna kegiatan dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunarl program dan

petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan, akuntansi dan verifrkasi keuangan;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penJnrsunan anggaran dan

melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah

pembayaran;

d. Menyiapkan bahan per{rusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan

perubahan anggaran dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam

rangka pen5rusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan,
jangka menengah maupun jangka panjang dan menyiapkan bahan

pengesahan dokumen anggaran;

f. Men5rusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran

belanja langsung, renc€ula penerimaan dan pendapatan dan

menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penJrusunan rencana

anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan dan

menyiapkan bahan dan men5rusun laporan pertanggungiawaban

keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;

h. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola

perbendaharaan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan

koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kineda;
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Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa

data dengan bidang LLAJ dan LLASD dan penyiapan pemantauan

tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi;

Menyiapkan bahan dan men5rusun konsep laporan kegiatan dinas,

baik laporan rutin maupun laporan insidentil dan men5rusun

Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan

da.n Keuangan;

k. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris sesuai

bidang tugas.

2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

T\rgas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah

pengendalian, pengamanan, pembinaan, pengawasa.n,pengujian

kelaiakan angkutan jalan. Fungsi Bidang Lalu Lintas Angkutan jalan

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pengavrrasan dan pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

b. Penyusunan program pengawasan dan pengendalian lalu lintas,

prasarana dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran dan

penguliian angkutan umrfm;

c. Koordinasi pelaksanaan pengarfirasan dan pengendalian lalu
lintas, prasar€ura dan perambuan jalan, pembinaan perparkiran

dan pengujian angkutan umum;

d. Evaluasi dan pelaporan program pengawasan dan pengendalian

lalu lintas,prasarana dan perambuan jalan, pembinaan

perparkiran dan pengujian angkutan umum;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

.dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:

1. Seksi Operasiold Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan

Perambuan Jalan.

Seksi Operasional Pengendalian Lalu Lintas, Prasarana dan

Perambuan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian

lalu lintas , pemeliharaan prasarana dan perambuan jalan serta

APILL dengan rincian sebagai berikut:

l.

J.
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b.

a. MenJ rsun rencana kegiatan Seksi Operasional Pengendalian

Lalu Lintas, Prasarana dan Perambuan Jalan dan APILL;

Men5rusun petunjuk teknis operasional pengendalian lalu

lintas, prasarana dan perambuan jalan dan APILL;

Melaksanakan operasional kegiatan pengendalian lalu lintas

angkutan jalao, prasarErna dan perambuan jalan dan APILL;

Menyiapkan dan melaksanakan operasional pengendalian lalu

lintas angkutan jalan;

e. Menyiapkan bahan pemeliharaan prasarana dan perambuan

jalan dan APILL;

Menganalisa angka penyebab kecelakaan dan titik kemacetan;

Memfasilitasi kegiatan Pemilihan Pel4jar Pelopor Keselamatan

Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Menyiapkan bahan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor

Keselamatan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional ;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2. Seki Bina Usaha dan Kesel,amatan Aagkutaa Jalan.

Seksi Bina Usaha dan Keselarnatan Angkutaa Jalan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan pengusaha angkutan lrmum,

pembinaan keselematan angkutan jalan dan pengujian kelaiakan

angkutan llmum, dengan rincian sebagai berikut:

a. Menyusun rencarla kegiatan Seksi Bina Usaha dan

Keselamatan Angkutan Jalan;

b. Menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis pembinaan

pengusaha angkutan umum, pembinaan keselamatan

angkutan jalan dan pengujian kelaiakan angkutan umum.

c. Memfasilitasi Jemaah Haji dan memfasilitasi pemilihan Abdi

Yasa Teladan Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat

Nasional;

d. Menyiapkan tempat pengujian kelaiakan angkutan umum;

e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengusaha

angkutan, keselamatan angkutan jalan dan pengujian

kelaiakan angkutan umum.

c.

d.

f.

ob'

h.

i.
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f. Pelaksanaan hrgas lain yang diberikan Kepala Bidang I"alu

Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Terminal dan Perparklran

Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan

pemungutan retribusi pada terminal angkutan umum dan

pemungutan retribusi parkir, dengan rincian sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal dan Perparkiran;

b- Men5rusun petunjuk teknis kegiatan Seksi Terminal dan

Perparkiran;

c. Melaksanakan operasional pemungutan retribusi terminal dan

perparkiran;

d. Menyiapkan bahan pernbinaan pengelola perparkiran;

e. Melaksanakan kegiatan pengavsasan parkir liar;

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

3. Btdang Latu Lintas Angtutan Sungai daa Danau

T1rgas pokok Bidang LaIu Lintas Angkutan Sungai dan Danau adalah

pengendalian, pengamanarl, pembinaan, pengawasan angkutan

sungai dan danau, prasarana dan perambuan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas Angutan Sungai dan Danau sebagai

berikut:

a. Pen5rusunan

pengawasan

perambuan;

b. Pelaksanaan

pengawasan

perambuan;

c. Koordinasi pengendalian, pengamanan, pembinaan, pengawasan

,angkutan sungai dan danau, prasarana dan perambuan;

d. Evaluasi dan pelaporan pengendalian, pengamanan, pembinaan,

pengawasan angkutan sungai dan danau, prasarana dan

perambuan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau terdiri dari:

program pengendalian, pengaman€ur, pembinaan,

angkutan sungai dan danau, prasarana dan

program pengendalian, pengamanan, pembinaan,

angkutan sungai dan danau, prasarana dan
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1. Sebi Operastonal IaIu Lintas Srrngpi dnn Danau, Prasarana

dan Perambuan

Seksi Operasional Lalu Lintas Sungai dan Danau, Prasarana dan

Perambuan mempunyai tugas pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan pengendalian lalu lintas sungai

dan danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

b. Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

c. Men5rusun petunjuk teknis pengendalian lalu lintas sungai dan

danau, pemeliharaan dan pengadaan prasarana dan

perambuan;

d. Melaksanakan koordinasi pengendalian lalu lintas sungai dan

danau;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugas.

2. Se&si Bira Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan

Seksi Bina Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan bagi pengguna angkutan sungai

danau dan pelabuhan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Men5rusun rencana kegiatan Seksi Bina Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan;

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengguna angkutan sungai

danau dan penyeberangan;

c. Menyiapkan bahan dan koordinasi pembinaan pengguna

angkutan sungai danau dan pelabuhan;
'd. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan bidang tugas.

4. Unit Pelaksana Tekais Dinas (UPTDI

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menemui berbagai

dian
f"a;:oa'cn ,ffa,r:,e4;a {Lkj1 Skiwwf.*;n.Lff fH fiffE"*
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1. Kurangnya kesadaran masyarakat memelihara dan menaati rambu -

rambu & APILL

2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan menguji kendaraannya

tepat waktu

3. Terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan yang kompeten;

4. Terbatasnya anggaran pengembangan dibidang perhubungan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pen5rusunan Laporan Capaian Kinerja

Tahunan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OO8;

5. Peraturan Pemerintah. Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor tT Tahun 2AO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (20O5-2O2 5) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2OOG tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O7 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11. Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor L3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

.Icry::orcan. fffirrcr7ea {"L,,ffij frnrm*fcara .ffi US, ?#i I
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10.

11.

12.

(Irmbaran Daerah l(abupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2A16

Nomor 13);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6L Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan F\rngsi serta

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun

2OL2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Hulu Sungar Selatan Tahun 2OO5-2O25;

Peraturan Bupati llulu Sungai , $elatan Nomor 68 Tahun 20 15

tentang Perubahan Sasaran dan Indikator kinerja Pemerintah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2AL4-2OL8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Feraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2016

tentang Rencana Keda Pernerintah Daerah Kabupaten Hultr Srrngai

13.

Lapaaran Kiraerja {LtqiS fufueaitan tW TA 2A3"9
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BAB II
PERTITCAITAAIT ITINER.'A

2.t PerencanaaaStrategis

Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan adalah merupakan do}mmen yang disusun melalui

proses sistematis dan berkelanjutan serta mempakan penjabaran

daripada Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Ka-bupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan

untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2Ol9-2A23.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan

pola pertanggungiawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan

penetapanlkebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan d.emikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas
'Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2AW-2O23

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

diharapkan dapat mewqjudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan., ,

Pen5rusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupetn

Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan

dengan proses pen)rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2AW-2O23, sehingga

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

merupakan hasil rumusan bersama selumh komponen Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam
Lr:;pararu l{inerja {Lkj) frtwal*n III TA 201.9
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muat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada

satu tahun mendatang.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk
diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan

dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perenc€rnaan strategrs, Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat

membangun strategi sebagai bagran penting organisasi yang berorientasi

pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan Visi,

Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan

dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan

hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang Visi, Misi dan faktor-

faktor kunci keberhasilan.

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

.. TERtrrI'JI'DI$YA PELITYAITAN SERTA SISTTU TRANSPORTASI

YANG AUATY DAIT NYAMAII 6

b. Misi

Sesuai dengan visi tersebut diatas, misi yang diemban oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di bidang

transportasi angkutan darat, sungai dan danau.

2. Meningkatlan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana

angkutan darat, sungai dan danau.

3. Meningkatkan kapasitas kinerja dan pelayanan dibidang
perhubungan.

c. ?uJuan, Gliasanan dan Indihtor KinerJa S}asaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. T\rjuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta

didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

"&s;*orcem K{n*ry*l ie$} ?-ruw*xnsn Jf'f ?,{ 30"I9
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2.2

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesilik dan terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan T\rjuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel2.1
TuJuan, Sasaran dan ladlkator KlnerJa Sasaran

Dloas Perhubungaa l(ab. HSS

Indihator Kinerja Utaaa

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahuo 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis

Pedanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/O9/M.PAN/5|2OAT tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari

satu tujuan strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga

melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah,

dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi.

NO TI'WAIT SASARAI{ INDIKATOR I{INER.'A SASARAN

7 2 3 4
I Mengendalikan

infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan jalan.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas darat.

2 Mengendalikan
infrastruktur
ekonomi yang
berkualitas.

Meningkatnya tata
kelola lalu lintas
angkutan sungai
dan danau.

Persentase penurunan tingkat
kecelakaan lalu lintas sungai dan
danau.

3 Meningkatkan
kualitas
akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Meningkatnya
kulaitas
akuntabilitas
kinerja instansi
oemerintah

Nil,ailpredikat AKIP

.L*4:eiran f{dmeryx f&}cj} fmlxu{exra "ff? SX ?SJ p
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2.9

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2OL9 sebagai

berikut:

Tabel2.2
Iadilator KlnerJa Utama Tahua 2Ol9

Dlaas Perhubungan Kab. HSS

Perjaajiaa Kiaerja Tahun 2Ol9

Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif,

tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek

ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut, dengan begitu,

penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan

struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-

intervensi dari pihak yang tidak bertanggungiawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan

dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan ** cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam

PERMENPAN No. 53 tahun 2Ot4, Perjanjian kinerja merupakan

lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Bupati/Walikota sebagai

pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.

Ifo
KlnerJa

Utama/ Outcomes/Tr{uan
Saearan

Inditator KinerJa
Sasaran

Peqfelasan/Form
Perhltungan Sumber Date

I Meningkatnya tata kelola
lalu lintas angkutan jalan

Perserrtase
pellurunan tingkat
kecelakaan lalu
lintas darat

Jumlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali 1OO

Bidang Ialu
Lintas Angkutan
Jalan

2 Meninglatnya tata kelola
lalu lintas angkutan
sungai dan danau

Persentase
peilrrunan tingkat
kecelakaan lalu
lintas sungai dan
danau

Jumlah
kecelakaan tahun
n dibagi jumlah
kecelakaan tahun
n-l dikali IOOO

Bidang Lalu
Lintas Angkutan
Sungai dan
Danau

3 Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kinerja
instansi nemerintah

Nilai/predikat AKIP Hasil evaluasi
AKIP dan
keuansan daerah

Sekretariat
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Kineda yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kineda

(outcome) yang seharusnya terurujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antar Bupati dan Kepala SKPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagal€rn pencapaian hrjuan

dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi {reuard. and puntshnents;

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan

SKPD;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai

Selatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dapat dilihat sebagaimana table berikut:

?abel2.3
PerJar$tan llinerJa Tahua 2OLg
Dtrras Perhubuaglin Kab. HSS

Irto
Sasaran
$trategts

Iadltator IIIne{a
Sasaren Satuan Target

1 Meningkatnya
tata kelola lalu
lintas angkutan
ialan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan la1u
lintas darat

o/o 82,86

2 Meningkatnya
tata kelola lalu
lintas angkutan
sungai dan
danau

Persentase penurunarr
tingkat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

o/o O (tidak
terjadi)

3 Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
kineda instansi
oemerintah

Nilai/predikat AKIP Nilai A
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BAB III
ffiI{IITER.'A

Akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk
pertanggungiawaban kinerja triwulan III yang memuat realisasi kinerja

yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2AL9. Dalam bab ini juga

akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran

tahun 2019.

3.1. Capaian Inditator Klaerja Utama

Capaian kinerja rnempakan dasar dalam menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam ranglra mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator

Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

seperti pada grafik berikut

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa masih tingginya

angka, kecelakaan pada lalu lintas daxat/jalan dengan target tahun
2Ol9 yaitu 29 kejadian kecelakaan atar-l 82,86a/o penurunan angka

kecelakaan dibandingkan tahun lalu, sedangkan pada triwulan III
tahun 2OL9 menargetkan 7 kejadian kecelakaan atau 2A,7Lo/a

penurunan angka kecalakaan, tetapi sampai dari bulan Juli sampai

dengan bulan September 2A19 jumlah kecelakaan 13 kejadian atau

44,83o/o.

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan

50,ooyo

4A,AOo/o

30,ooo/o

20,AOo/o

10,oo%o

0,OO7o

rTarget

rCapaian

Capaian

Lapora.n Kinerja Triwutan XXX TA 2019
Ddraas Ferkuburtgaru Ka&. ffSS



Indikator Kinerja Utama ke 2
Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angftutan

sungai dan danau

Target Capaian

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa minimnya kecelakaan

pada lalu lintas sungai dan danar:..

TrbGl 3.1
I;?ORIIr CiAPI[A]r I:IDTETTOR ElfER.'A III*TA

MYUI.ATlII
MDAAABEII PER.'/TTT'IAtr Ef,HJI

TABI'I AJIG{IIIEIIT 2019

100,o0%

80,00%

60,ooo/o

4a,oovo

20,AAolo

o,oo7o

rTarget
rCapaian

.' o\o,/ O'
' 

t"t-*' 

_ **{

,/,

"\"_*._*_*-.--*__Q*-,

Indikator Kinerja Utama ke 3
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Target

Capaian Masih belum dilaksanakan evaluasi
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Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan

pencapaian sasarEur dan analisanya disajikan pada bagian bawah ini :

teairghtnye teta kelola l,efu lintas angluttE Jalan

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui satu

Indikator Kinerja Utama dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.2
Sasfraa Iaditrtor KtlerJe Utsna Pettana

Trftrrrlar IU 2(119

' Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan jalan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator Kinerja

Sasaran yang pertama , yaitu persentase penurunan tingkat

kecelakaan lalu lintas darat/jalan kami menargetkan triwulan III tahun

2OL9 sebesar 2O,7lo/o dengan pengukuran yaitu Jumlah kecelakaan

sampai dengan bulan Maret dibagi jumlah target kecelakaan tahun n
dikali 1OO.

Sasaraa Strategis Indrkntor BInerJa
Sasaran Stmtegis ?arget Capaian

Meninglatnya tata
kelola lalu lintas
angkutarl jalan

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas darat/jalan

20,7Lo/o 44,83yo

{.apon*an Kf rueilc Frfr^maiara Jff :i4 gSi I
,&i n as Ferft,rxb.r,lmgr*n,K*,b. .FfS,S



Pencapaian sasaran strategrs yang kedua diukur melalui satu

Indikator Kineqa Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel3.3
Sasaran Iadlhtor XlnerJa Utana Kedua

Trtwular m 2(}19

Untuk meningkatkan tata kelola lalu lintas angkutan sungai

dan danau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Indikator

Kinerja Sasaran yang kedua , yaitu persentase penurunan tingkat

kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan danau kami menargetkan

triwulan III tahun 2}lg sebesar O% (tidak terjadi) dengan pengukuran

yaitu Jumlah kecelakaan sampai dengan btrlan Maret dibagi jumlah

target kecelakaan tahun n dikali 1OO.

Pencapaian sasaran yang ketiga diukur melalui satu lndikator
Kinerja Sasaran dengan target realisasi yang telah diperoleh

sslagaimana tabel di bawah ini :

Trbel3.4
Saserar Indlhtor KinerJa Utsma ketiga

Triruren m 2019

Sasaran Strategle Indilrator KinerJa
Saseralr Strategts Taryet Capaian

Meningfuatlcrrya
tata kelola IaIu
lintas angkutarr
sunsai dan danau

Persentase penurunan
tingkat kecelakaan lalu
lintas angkutan sungai
dan danau

O (tidak
terjadil

O (tidak
terjadi)

Saiaran Strategis Indrkntor KtnerJa
Sasaran Strategis Target Capaiaa

Meninglatrrya
ku alitas akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah

Nilai/predikat AKIP

Untuk

Perhubungan

meningkatkan kualitas

sesuai dengan Indikator

akuntabilitas kinerja Dinas

Kinerja Sasaran yang ketiga,

tr*pcrmn Krr:elfa frdr*aafart, -{.if ?.,4 203.g
.f,hinss Fcrfouhaangcere KcS" FfSS



yaitu Nilai/predikat AKIP kami menargetkan nilai capaian A untuk
tahun 2Ol9 dengan hasil penilaian dari Kemenpan RB.

9.2. Pengukuran Kiaerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan progra.m, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase

capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari LAOo/o

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 1OO%. Selanjutnya

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab tercapai atau tidak tercapainya yang diharapkan.

Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana di

bawah ini:

Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya tata kelola lalu

lintas angkutan daratljalan dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu

Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan

darat/jalan dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \, l^n
;r*tut t"*l"t 

""r, 
t"trrr, *1 2t ruu

Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya tata kelola lalu
lintas angkutan sungai dan danau dengan Indikator Kinerja Sasaran

yaitu Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas angkrrtan

sungai dan danau dengan pengukuran sebagai berikut :

Jumlah kecelakaan tahun n \z 1nn
Jumlah t Cei"t 

"a" 
tafrt*l ^' ruu

' Sasaran Strategis yarrg kelima yaitu Meningkatnya kualitas
akuntabilitas kineria instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja
Sasaran yaitu Nilai/predikat AKIP dengan pengukuran sebagai berikut :

Berdasarakan hasil penilaian laporan AKIP ke Kemenpan RB.

.i.er;:;ona.e Kd r:erym ?'rau:i'af am fri' ?:4 2 {} 3. I
fX nas Fenft.alb:*rugr*n,Keah. "FfSS



3.3. Evaluast dan Araltds Capaian lfircrJa

Dalam laporan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target kegiatan dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja Utama,

dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing*masing indikator

kinerja utama yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja triwulan III
Tahun Anggaran 2OL8 terhadap Indikator Kinerja Sasaran dapat kami

sajikan' sebagai berikut:

TrDef 3.5
Cepniu fircsi. Trtrnlaa III

Dfrys ferbutunggr
Kabupeter Hulu Suagei SGLte!

Dari tabel di atas disampaikan evaluasi dan analisis hasil

capaian sebagai berikut:

Pada Indika&r'Kinerja Sasaran yaitu Persentase penuruna.n

tingkat kecelakaan lalu lintas anglmtan darat/jalan hasil capaian

triwulan III Tahun Anggaran 2AL9 yaihr 44,83a/o dari target triwulan III
tahun 2OL9 sebesar 2O,7Lo/o.

ilo SAfiAAAl[
8[?A'TEGIS

IIIDI&IIOB
MEftT*
ttsa*An

Sallrar Ttrear
fTSIIITAII TRITI'I.4IT

TtnoEr
TBIYUI.AI{ I

(%l

CAPAIAI|
l/"1

7 2 3 4 5 6 7 E

1

ruenmgkat$ra
tata kelotra lalu
lintas
anglartaa
demt/ialan

Perserrtase
pemrnman tingkat
kecelakaon lakr
1in1ss qngkirtan
rlmtlialan

o/o a2,w/o TW3 20,7Lo/o 44,830/o

2

Meninglatnya
tata kelola lalu
liotas
a$kutan
sungai dan
denau

Fersentase
penunrnan tirigkaf
keelakasa
angLortaa $$agai
dan danqu

Vo O (tidak
t€rjadil

1\fl 2 V/o V/o

3

Meniagkatnya
kualitas
alruntabilitas
kinerja
instaasi
oemerintah

fila/predkat AXIP nilpi A TW2

Laparan Kiruerja Triuru'{,an IXX TA zOXg
Damas Ferttwbumgan Koh. /{SS



Pada Indikator Sasaran Kinerja yaitu Persentase penurunan

tingkat kecelakaan lalu lintas angkutan sungai dan daoau hasil capaian

triwulan III Tahun Anggaran 2OLg sebesar O% (tidak terjadi) dari target

triwulan III O% (tidak terjadi).

Pada Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nrlai/predikat AKIP

berd.asarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB.

3.4. Akurtabilitas Keu t gan

Datam rangfua menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta

mewqiudkan target l<inerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan

yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah

(APBD) I(abupaten Hqlu SulSai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran {DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun Anggaran 2Ol9 dengan jumlah Anggaran Rp. 2.821.L74.6OO,-

dan capaian realisasi anggaran unhrk trisrule$ III Tahun Anggaran

2olg dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Trlcl 3.5
nea$sad rfnggrrlrl ?*tufro III Tahua Aaggcru 2O19

Ohas Pcttutugar faE ESA

Ito SASARAI{
STRATEGIS

II|DIXATOR
IIIITER.'A
SASANA,r

STRATBGIS

PROGRAI TEGIATfiI
PAGU

ATGGARAIT
(Rpl

CAPAT|

REALISAAI
{Rpl

o/o

Meninglratnya
laia lralnlo Ialrr

Peraentas€
penunrnan

tn4kat
kecetrakaan
lalu lintas
angkutan

darat/jalan

Fengendalian
darr

pengamanain
lalu lintas

Uji kelaiakan
sarana transportasi
guna keselamatan
penurnpang

501-144.OOO 410.390.000 8L.8V/o

liotas
anglutan

darat/jalan

Pengadaan rambu-
ranbu lalu lintas
dan APXLL

1g.gm.ooo 16.3.u+0O.OOO 99,49/o

Pengadaan marka
jalan

168.500.000 166.900.000 99,O50/o

Laparan Kinerja Triwlw\a.n ffX TA 2019
Ddruas Perlwbungaaa Kob" F/SS



kogadem rmbu
dan
spanduk/baliho di
tempat-tempat

30.0@.ooo 9.890.fiX) 32.97o/o

2

Meninglatrya
tata kelola lalu

lintas
angkutan

sungai dao
danau

Persentase
penurunan

tingkat
kecelakaan
lalu lintas
anglutan

sungai dan
danau

Pengendalian
dan
pengamEman
lalu liatas
angkutan
sungai don
danau

Pemeliharaan
rarnbu lalu lintas
sungai dan danau

10.000.000 o o

Pembaagunan
dermaga

352.979.700 o o

3

Meniagf,atnya
kualitas

akuntabilitas
kiae{a
instansi

pemaintatr

Nilai
/predikat

AXIP

Peningkatan
perencanaan,

pelaporan
caPnian

kiaajadm
kcrrmsqn

Penyu.sunan
dokumen keungan

4.825.0O0 992.750 20,580/o

Fenyusunaa
dokrmm.AKIP

4.796-AOO 0 o

Pelayaan
aclministresi
perkantoran

Penyediaa*jasa
dan adrninistrasi
kantor

115.458.000 18.312.OO0 L5,860/o

Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrfl<

74.400-OOO 27.r,Ot.629 36,430/o

Fenyebarluasan
informasi Tugas
Pokok dan Fungsi
SKPD

14.O0O.000 3.OOO.OOO 21,430/o

Feoyediaan
mnkangl dan
minuman

28.620.OOO 4.990.0OO 17,440/o

Penyediaanjasa
tenaga perdukung
administrasi/teknis
perkantoraa

342.650.@0 239.274.ffi 69,83o/o

Rapat-rqat
koordinasi,
konsultasi dan
lapangan

290.908.500 2U.969.44O 70,46yo

Penyediaanjasa
peralatan dao
perlengfapqrl
kantor

25.718.400 2.42l.OOO 9,4tYo

Feningkat
pelayao

perangkat
daerah

Pelayanan kinerja
perangkat daerBh

447.400.000 319.275.000 7L,360/o

AbdiYasa Teladan 24.100.000 18.870.000 78,3@/o

Femifhanpetajr
pelopor
keselamatan
berlahr lintas

27.235.OOO 19.511.800 7I,640/o

Penyelenggaraan
WahanaTata
Nugraha (WTN)

25-440.OOO 14.OOO.OOO 55,03%

, Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggararl dan

fisiknya sudah ada yang mencapai 1O0%.

3.5. Prestasi yang pernah dtraih

a. Penghargaan dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

2013.

b. Pengharga€rn dalam bentuk Plakat Wahana Tata Nugraha Tahun

20L4.

Y nn^rnn w;hav;^ ryriuxs"{.a"ru III .TA SSjpe,/! r;!![4s rlu r

frira,*s F*rkubungc.rc .Km&" ff.$S



2015.

d. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tatrun 2OL6 dengan kategori

kabupaten kota" terbaik.

e. Penghargaan Indonesia Road Safety Award (IRSA) Tahun 2015

dengan kategori jumlah penduduk dibawah 1 juta jiwa.

f. Peringt<at ke III Berlalu Lintas

19 dengan

Lagtoran Kirr.erja Triusulan III TA 2A19
Dinas Perhubungan Kab. HSS



BAB IV
PIIYIrflIP

Laporan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama triwulan III Tahun

Anggaran 2Ol9 Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2OL9 ini merupakan pertanggungiawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tatrun 2ALg sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2OLg ini dapat dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan dan evaluasi terhadap kiaeda yang telah dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, marrpuu kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis

kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif

dan efesien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Misi

dan Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Tahua Anggaran 2AD ini
diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain ya::lg telah mengambil bagran dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Oktober 2Al9

Ptrt" Kepala Dinas,

!t
H" SASMr RIPAltr, M. AP.
Penata Muda Utama

NIP. 19611O16 198503 I OO7

Iaporan KlnerJo (Lkfl Ttfurulan III TA 2019
Dinas Perhubungan Kab, IISS
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS PH,RHUBUNIGAI\
Jalan Aluh IdutNo. 58 Telp./Fax (0517) 2l{.37

Website http : / I dishub.hulusungaiselatankab.go.id
E-Mail : dishub.hulusungaiselatan@gmail.com

KAI{I}AIYGAI{ (7I2I2I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: Oll TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN I.,APORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SEI,,ATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan tata kerja dan
efektivitas Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, dipandang perlu dibuat Standar Operasional
Prosedur Pen5rusunannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
182o);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
asaal ;

3. Undang-undang Nomor L4 Tahun
Keterbukaan Informasi Publik.

2OO8 tentang

4. Undang-Undang Nomor 22 Tah:un 2OO9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
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5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1 ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
PePelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik.

1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2Ol4 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor sg rahun 2o1r
tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 69a\

l3-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 2o1s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 2038);

l4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional prosedur (SOp)
Administrasi Pemerintahan ;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor
13 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2OL6 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

l6.Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun
2A16 tentang Tfrgas Pokok, Fungsi, Rincian T\rgas dan Tata
Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2OL6 Nomor 62).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu sungai
selatan Tentang standar operasional prosedur pembuatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menunrt asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatrran Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah
Laporan yang berisi ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja, yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
€Lnggaran pendapatan dan belanja negara /anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

, DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Pasal 2
(1) Kepala sub Bagian umum melaksanakan pencatatan surat

Permintaan Bupati tentang Pen5rusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Hulu sungai selatan
dan menyerahkan kepala Kepala Dinas melalui sekretaris.

(21 Berdasarkan surat Permintaan Bupati tentang pen5rusunan
I"aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten
Hulu sungai selatan, Kepala Dinas memberikan arahan kepada
sekretaris selaku Koordinator pen5rusunan untuk segera di
Tindak L,anjuti.

(3) sekretaris Menyerahkan copy surat Bupati Kepada Kepala sub
Bagran Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan
kepada para Kepala Bidang dan Ka sub Bag terkait guna diproses
lebih laniut.
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Pasal 3

Para Kepala Bidang menjrusun dan memberikan konsep serta
bahan LAK|IP kepada Sekretaris.

sekretaris bersama staf terkait mempelajari, mengkoreksi konsep
dan bahan I"AKjIP dari bidang-bidang dengan berpedoman pada
Ketenttran dan peraturan ytrng berlaku.
Sekretaris mengembalikan konsep dan bahan LAKjIp yang
diajukan kepada bidang-bidang apabila terdapat kekeliruan atau
ada hal-hal yang harus diperbaiki, ditambah atau disesuaikan.
setelah diperbaiki oleh para Kepala Bidang dan dipandang sudah
cukup memenuhi ketentuan, Sekrataris menyerahkan konsep
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan korektif terkait isi substantif konsep
l"AI(iIP, dan apabila terdapat koreksi konsep naskah IAKjIp
dikembalikan kepada Sekretaris.

Apabila Kepala Dinas menyetujui atas naskah konsep LAKjIp,
maka dibubuhkan paraf persetujuan dan diserahkan kepada
Sekretaris.

Pasal 5

(1) Sekretaris melakukan Korektif terkait dengan Tata Naskah Dinas
atas konsep LAKjIP yang telah mendapat persetujuan Kepala
Dinas.

(21 Apabila sekretaris menyetujui atas naskah konsep LAKjIp, maka
dibubuhkan paraf persetqiuan dan diserahkan kepada staf
Pembantu, untuk dilakukan pengetikan Iinal naskah LAKjIp.

Pasal 6
Naskah final I"AKjIP dikoreksi akhir oleh Sekretaris berserta Staf
Pembantrr untuk kemudian diafukan kepada Kepala Dinas untuk
ditanda tangani.

Pasal 7

Naskah final LAKjIP yang ditanda tangani Kepala Dinas, disampaikan
kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diberitan
pengadministrasian dan selanjutnya didistribusikan kepada Bupati
dan Instansi terkait.

BAB TV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur dalam
Peraturan Kepala Dinas ini sepanjang mengenai teknis
pelaksana€rnnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(3)

(4)
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Pasal 9

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi Ikndangan
pada tanggal 26 Juni 2018

IITPAI,A DIIIAS,

ALr rACrrrR,8H. UH.
Pembina Utama Muda

NrP. 19s90316 199103 1001
Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan (seba8ai laporanldi Kandangan.

2. Inspekhrr Kabupaten Hulu Sungai Selatan di I(andangan
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